5.1.

BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kinerja BPD di Desa Naiola Timur

Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara dalam melakukan

Pengawasan Program Rumah Tidak Layak Huni maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1.

Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan
Program Rumah Tidak Layak Huni

Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau,
mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan
sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan
yang diinginkan. Dalam melaksanakan pengawasan BPD pada program
Rumah Tidak Layak Huni, BPD bersama pemerintah Desa telah melakukan
mitra kerjasama yang baik bersama pemerintah desa sehingga dari ketiga
fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa,
menampung dan Meyalurkan Aspirasi Masyarakat serta Melakukan
pengawasan terhadap Kinerja Kepala Desa sudah dapat dikatakan baik
meskipun belum optimal. Karena ada anggota BPD yang tidak memahami

tugas dan fungsinya.
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2. Meningkatkan Kinerja BPD dalam Membahas dan Menyepakati Rancangan
Peraturan Desa
Sesuai dengan hasil penelitian maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam
menetapkan sebuah keputusan pada Program Rumah Tidak Layak Huni di
Desa Naiola Timur, BPD bersama pemerintah Desa sudah melakukan sesuai
dengan undang-undang yang berlaku. sehingga program yang sudah ditetapkan
benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Meningkatkan Kinerja BPD dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi
Masyarakat Desa
Sesuai dengan hasil penelitian maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam
melaksanakan tugas, BPD sudah benar-benar dapat memperjuangkan aspirasi
masyarakat sehingga masyarakat merasa terwakili lewat Program Rumah
Tidak Layak Huni di Desa Naiola Timur.
4. Meningkatkan Kinerja BPD dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja
Kepala Desa
Sesuai dengan hasil penelitian maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam
menjalankan tugas sebagai fungsi pengawasan dapat dilihat bahwa BPD telah
melakukan pengawasan dengan baik terhadap kinerja kepala Desa dalam

pengawasan Program Rumah Tidak Layak Huni.
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5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai Kinerja BPD di Desa Naiola

Timur, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, maka saran

peneliti adalah sebagai berikut.

1.

untuk masyarakat Desa naiola Timur perlu menyadari tentang pentingnya
pendidikan.

BPD Desa Naiola Timur, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor
Tengah Utara harus meningkatkan  kinerjanya  dalam  menjalankan
fungsi Menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
fungsi penampung dan penyalur aspirasi masyarakat, dan Melakukan
Kinerja Kepala Desa dengan cara menjalankan semua yang sudah
ditetapkan dalam rencana strategis.

Pemerintah  Kabupaten Timor Tengah Utara diharapkan terus
meningkatkan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa

kepada BPD.
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